BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokas Penelitian

Terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provins Nusa
Tenggara Timur bermula dari terbitnya keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964
tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA).
Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keselarasan antara pembangunan
sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin lgju perkembangan,
keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah sehingga diperlukan
perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu, maka atas dasar
berbagal pertimbangan pada tanggal 18 Maret 1974 dikeluarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang PembentukanBadan
Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedudukan, fungsi dan tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerahsebagai berikut;
1. Menyusun rencana-rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:

a. Pola dasar rencana pembangunan lima tahun daerah yang dalam garis
besarnya berisikan; tujuan, susunan, susunan prioritas dan strategi
pembangunan;

b. Rencana lima tahun pembangunan dasar yang berisikan program-program

sektoral yang terdapat di dalam daerah;
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c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana
tersebut diatas yang dibiaya oleh daerah sendiri maupun yang diusulkan
kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam program tahunan
Nasional.

. Méelaksanakan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Daerah, instansi

vertikal di daerah tingkat Il yang berada dalam lingkungan Provinsi yang

bersangkutan;

. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

bersama-sama dengan Direktorat K euangan Daerah;

. Mengawas persigpan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang lgju pelaksanaan, maupun

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam program-program atau
proyek-proyek;

. Mengadakan penilitian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensial

daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembanguan

daerah;

. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala

Daerah.

Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, maka pada tahun 1976

dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri atas

Sekretariat dan Bidang; Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas

Sub Bidang, dengan susunan organisasi Kepala, Sekretariat, Bidang dan
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Kelompok Jabatan Fungsional, yang disgjikan dalam bagan berikut ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisas
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Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi NTT




Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan
Struktur  Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 didukung oleh
jumlah pegawai negeri sipilBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provins Nusa Tenggara Timur yang hingga kondisi
Desember 2014 berjumlah 104 orang, terdiri dari: Laki-laki 71 orang,

Perempuan 33 orang dengan komposisi Sekretariat dan Bidang-bidang

sebagal berikut:
Tabe 4.1
PNS Bappeda Provinsi NTT berdasarkan jeniskelamin
Jumlah PNS (orang)
No Uraian
L aki-laki Perempuan Total
1 | Sekretariat 24 10 34
2 | Bidang PPI 9 5 14
3 | Bidang PPII 11 5 16
4 | Bidang PP 11 11 3 14
5 | BidangPP IV 5 6 11
6 | SPADU & RC 8 3 11
7 | TKPK 3 1 4
JUMLAH 71 33 104

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi NTT
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Tingkat pendidikan PNS Bappeda Provins Nusa Tenggara Timur,
sebagian besar berpendidikan sarjana yang terdiri dari S3 berjumlah 2
orang, S2 berjumlah 14 orang , S1 berjumlah 42 orang, D3 berjumlah 8
orang, SMA/SMU berjumlah 37 orang dan hanya 1 orang yang
berpendidikan SD. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia
PNS di lingkup Bappeda Provinss NTT memiliki kompetensi dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses

perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar SKPD Lingkup

Provinsi NTT.
Tabel 4.2
PNS Bappeda Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
No | UnitKerja
S3 S2 S1 | D3 | SMU | SMP | SD
1 | Sekretariat 1 2 14 4 16 - -
2 | Bidang PPI - 3 10 - 3 - 1
3 | Bidang PPII 1 1 7 - 6 - -
4 | Bidang PP 11 - 2 7 2 1 - -
5 | BidangPP IV - 4 1 2 7 - -
6 | SPADU &
- 2 5 - 3 - -
RC
7 | TKPK - - 4 - 1 - -
TOTAL 2 14 42 8 37 - 1

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi NTT
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Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan, PNS pada
Bappeda Provinsi NTT terdiri dari 12 pangkat/golongan yang memiliki

tugas dan tanggung jawab masing-masing, secararinci tercantum pada

tabel berikut:
Tabel 4.3
PNS Bappeda Provinsi NTT Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No Pangkat/Golongan Jumlah
1 Pembina Utama Madya (1V/d) 1
2 Pembina Utama Muda (1V/c) -
3 Pembina Tingkat | (1V/b) 3
4 Pembina (1V/a) 5
5 | PenataTingkat I (111/d) 19
6 | Penata(lll/c) 12
7 Penata Muda Tingkat | (111/b) 23
8 Penata Muda (111/a) 17
9 Pengatur Tingkat | (11/d) 4
10 Pengatur (l1/c)
11 | Pengatur Muda Tingkat | (I11/b) 14
12 | Pengatur Muda (11/a) 2
13 | Juru Tingkat | (1/d) -
14 | Juru (l/c) -
15 | Juru MudaTingkat | (1/b) -
16 | Juru Muda(l/a) 1

TOTAL 104

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi NTT
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Berdasarkan Jabatan Struktural Bappeda Provinsi NTT terdapat 5

jabatan struktural yang secara umum berperan membantu terlaksananya

pel aksanaan kebijakan daerah dibidang urusan tata ruang dan perencanaan

pembangunan daerah, terdiri dari Eselon Il A, Il A, dan IV A,

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.4
PNS Bappeda Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Struktural
Jabatan
No Esdon | Laki- Laki | Perempuan | Jumlah
Struktural
1 | KepalaBappeda | Il A 1 - 1
2 | Sekretaris A 1 - 1
3 | KepalaBidang A 3 1 4
4 | Kepaa Sub| IVA 3 - 3
Bagian
5 | Kepaa Sub| IVA 4 4 8
Bidang
TOTAL - 12 5 17

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi NTT
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Terdapat 4 jabatan fungsiona yaitu Pranata Humas, Pustakawan,
Arsiparis dan  Perencanaan, yang berperan  mengembangkan
profesionalisme berdasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri terdiri dari laki-laki 10 orang dan perempuan 5 orang,

selengkapnya dapat dilihat padatabel berikut :

Tabel 4.5
PNS Bappeda Provinss NTT Berdasarkan Jabatan Fungsional
No Jabatan Laki-Laki | Perempuan Jumlah
Fungsional
1 | Pranata Humas 1 - 1
2 | Pustakawan 1 - 1
3 | Argiparis - 1 1
4 | Perencanaan 8 4 12
TOTAL 10 5 15

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi NTT
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